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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peneguhan toleransi dalam 
masyarakat plural melalui kompetensi penyuluh agama dalam pelayanan 
umat. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam 
menganalisis dan memaparkan hasil kajian. Hasil penelitian ini adalah 
kompetensi Penyuluh Agama dalam melayani umat menuju kehidupan 
beragama yang toleran sudah memiliki persepsi dan pemahaman yang 
benar pada ajaran agama dan norma dalam membangun wawasan tentang 
pluralitas dan multi-etnis. Di dalam perjalanannya, agama-agama yang 
muncul dalam masyarakat multikultural kemudian dipahami oleh umatnya. 
Beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang penyuluh adalah a) 
kecermatan dalam menunjukkan akar permasalahan mendasar yang ada pada 
zaman modern, yaitu kesalahpahaman dalam memahami sifat dasar dunia 
dan sifat dasar manusia; b) Kecermatan dalam menunjukkan jalan keluar 
dari permasalahan modern. Penyuluh juga harus memahami secara rasional 
an sich bahkan irasional terkait apa yang dihadapi masyarakat. Dengan 
beberapa kompetensi ini, penyuluh dapat dimungkinkan dapat menciptakan 
keseimbangan dan kohesi sosial dalam masyarakat multikutral. Untuk 
menciptakan sikap toleransi beragama yang proporsional dalam masyarakat 
multikultural perlu menumbuhkan sikap netral (epoché) dalam melayani umat.
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Abstract:
 
This study aims to determine the affirmation of tolerance in a plural society 
through the religious instructors competence in the service of the people. 
This paper uses a descriptive qualitative method in analyzing and presenting 
the results of the study. The research results show that the competence of 
religious instructors in serving the people towards a tolerant religious life 
already has appropriate perception and understanding of religious teachings 
and norms in building insight into plurality and multi-ethnicity. Therefore, 
the religions that emerged in a multicultural society were then understood 
by the people. Two competencies an extension worker should have are; a) 
accuracy in showing the root of the basic problems that exist in modern 
times, namely misunderstandings in understanding the nature of the world 
and human nature; b) accuracy in showing a way out of modern problems. 
They should also understand rationally and even irrationally regarding what 
the community is facing. With these competencies, it is possible for them 
to create balance and social cohesion in a multicultural society. To create a 
proportional attitude of religious tolerance in a multicultural society, it is 
necessary to cultivate a neutral attitude (epoché) in serving the people.

Keywords: Tolerance, Plural Society, Community Service, Competence, Religious  
  Counselor.

A. Pendahuluan

Konsep Penyuluhan Agama lebih khusus dibandingkan dengan 
konsep dakwah meskipun memiliki kesamaan dengan dakwah 
sebagaimana disampaikan Omar bahwa ada beberapa istilah yang 
hampir sama dengan terminologi dakwah diantaranya adalah 
Penerangan, pendidikan, Pengajaran dan indoktrinasi.1

Dalam dinamikanya, penyuluhan agama dikaitkan juga 
dengan kegiatan layanan bimbingan atau konseling (counseling), 
yang bermakna sebagai suatu bentuk hubungan antara klien 
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dengan konselor yang memiliki pengalaman yang cukup 
memadai bagi pemecahan problema yang berhubungan dengan 
perkembangan seseorang dan tentang cara untuk memperlancar 
perkembangan tersebut di satu pihak dan klien dipihak lain yang 
sedang menghadapi kesulitan, dalam upaya mencapai solusi 
dan menemukan potensi dirinya ke arah perkembangan yang 
diinginkan.2

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mubarak bahwa 
penyuluhan agama dapat difahami sebagai usaha memberikan 
bantuan yang bersifat psikologis, mental spiritual, kepada 
seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami 
kesulitan lahir batin dalam kehidupannya, dengan menggunakan 
metode/pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan 
kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya agar mampu 
mengatasi masalah yang dihadapinya.3

Kegiatan penyuluhan keagamaan di Indonesia memiliki fungsi 
yang sangat strategis mengingat bahwa Indonesia adalah “negara 
beragama” meski bukan “negara agama”. Hal ini sesuai dengan sila 
pertama dari Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Karena itu, 
agama mendapatkan perhatian serius agar tercipta kedamaian dan 
ketentraman dan untuk menghindarkan kesalahpahaman ajaran 
agama, mencegah konflik internal atau antar umat beragama. 
Dalam rangka penguatan fungsi penyuluhan agama maka 
Permenpan 9/2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama 
hadir sebagai upaya untuk mengafirmasi peran dan kedudukan 
Penyuluh Agama di tengah masyarakat.4

Tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab penyuluh lebih 
diselaraskan dengan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. 
Misalnya, dakwah melalui media digital saat ini adalah sebuah 
kebutuhan yang harus diadaptasi oleh penyuluh.5
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Sedangkan dalam kepmenkowasbangpan lama, tusi penyuluh 
untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan melalui media 
teknologi informasi belum difasilitasi.6

Maka, regulasi baru yaitu permenpan 9/ 2021 ini hadir sebagai 
pembaharuan dengan tujuan untuk semakin menguatkan peran 
dan fungsi penyuluh di berbagai bidang penyuluhan, baik secara 
tatap muka, maupun melalui media teknologi informasi semisal, 
youtube, instagram, youtube dan berbagai digital platforms 
lainnya. Dan yang lebih penting lagi adalah permenpan 9/2021 
akan mencetak Penyuluh Agama yang profesional dan memiliki 
integritas, sehingga kualitas pemahaman dan pengamalan 
keagamaan masyarakat Indonesia juga semakin meningkat. 

Dalam operasionalisasinya, penyuluhan agama diperlukan 
untuk menghadirkan perubahan nyata di masyarakat berbangsa 
dan bernegara. Tentu perubahan yang dimaksudkan bukan 
merupakan perubahan semu apalagi perubahan yang dipaksakan 
sehingga tidak akan berdampak dalam jangka panjang.7

Penyuluh Agama mendapatkan perhatian dari pemerintah 
mengingat fungsi dan tugasnya yang strategis dalam pembangunan 
bangsa. Penyuluh Agama yang keberadaannya hingga dipelosok 
tanah air memiliki peran penting dan secara aktif menciptakan 
suasana batin yang tentram dan rukun hingga akar rumput.

Pelayanan keagamaan menjadi komitmen pemerintah, negara 
hadir dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan dalam 
memeluk dan meyakini agama. Oleh karenanya, setiap warga 
negara mempunyai hak untuk menginternalisasi ajaran agama 
sesuai dengan keyakinannya.8

Tidak dapat dipungkiri ranah agama dan keagamaan seringkali 
mengalami friksi disebabkan perbedaan paradigma dalam melihat 
persoalan agama. Dinamika sosial masyarakat merupakan satu 
helaan nafas dengan kehidupan antar umat beragama, karena 
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secara inheren masyarakat Indonesia menempatkan religiusitas 
sebagai urusan utama sehingga menyatu dengan kehidupan 
sosial.9

Secara faktual Indonesia sebagai bangsa yang majemuk baik 
dari etnis, suku, bahasa dan stratifikasi sosial jika tidak dikelola 
dengan baik berpotensi menjadi hal yang destruktif.10

Konflik yang terjadi menunjukkan betapa pemahaman agama 
menjadi salah satu penyebab munculnya konflik. Agama yang 
idealnya menjadi perekat sosial nyatanya menjadi bagian faktor 
pemicu konflik. Peristiwa kerusuhan yang terkait SARA hingga 
kini masih menjadi Ancaman dan bahaya laten.11

Atas dasar fenomena di atas, kerukunan antar umat beragama 
dan intern umat beragama menjadi pilar penting untuk memelihara 
harmoni kehidupan keagamaan berbasis nilai-nilai toleransi 
dan Penyuluh Agama sebagai “perpanjangan tangan negara” 
mempunyai tanggung jawab untuk mengokohkan persatuan dalam 
bingkai kebhinekaan. Toleransi beragama merupakan realisasi 
dari ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk komunitas.12

Ekspresi pengalaman keagamaan dalam bentuk kelompok ini, 
menurut Joachim Wach yang juga diamini oleh Afiq Budiawan, 
merupakan tanggapan manusia beragama terhadap realitas mutlak 
yang diwujudkan dalam bentuk jalinan sosial antar umat seagama 
ataupun berbeda agama, guna membuktikan bahwa bagi mereka 
realitas mutlak merupakan elan vital keberagamaan manusia 
dalam pergaulan sosial, dan ini terdapat dalam setiap agama, baik 
yang masih hidup bahkan yang sudah punah.13

Menurut Fritjhof Schuon,14 agama secara eksoteris terlahir di 
dunia ini berbeda-beda. Akan tetapi terlepas dari perbedaan yang 
muncul dalam agama-agama, secara esoterik agama-agama yang 
ada di dunia memiliki prinsip yang sama, yaitu bersumber dan 
tertuju pada Supreme Being. Cara Schuon membedakan kedua aspek 
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agama ini bisa diterapkan sebagai panduan bagaimana manusia 
yang berbeda agama bertemu satu sama lain dalam memberikan 
peran mereka sebagai hamba TuhanYang Esa di dunia ini. Toleransi 
merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial.15

Manusia beragama secara sosial tidak bisa menafikan bahwa 
mereka harus bergaul bukan hanya dengan kelompoknya sendiri, 
tetapi juga dengan kelompok berbeda agama. Umat beragama 
musti berupaya memunculkan toleransi untuk menjaga kestabilan 
sosial sehingga tidak terjadi benturan-benturan ideologi dan fisik 
di antara umat berbeda agama. 

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mempromosikan 
toleransi dalam layanan umat oleh penyuluh agama dalam rangka 
membingkai kehidupan beragama yang harmonis. Kehidupan 
bergama dalam masyarakat plural akan terjalin harmonis bila 
semua umat yang berbeda agama memiliki sikap toleransi terhadap 
satu sama lain. Sejarah mencatat banyak pertumpahan darah atas 
nama agama terjadi akibat tidak adanya kesaling-pahaman antara 
satu sama lain, yang semestinya terwujud dalam sikap toleransi.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Fungsi dan Peran Penyuluh Agama 

Ada empat hal yang harus diwujudkan dalam setiap Penyuluhan 
pembangunan adalah menghargai sesama secara manusiawi, bebas 
dari tirani, dan Kehidupan masyarakat yang memiliki “sense of 
belonging” yang tinggi.16

Hampir serupa, Todaro menyebutkan bahwa terjadinya suatu 
pembangunan bila mampu memenuhi kebutuhan dasar (life 
sustenance), menjadi manusia (self-esteem), dan memiliki (freedom 
from servitude).17
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Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pembangunan selain harus mewujudkan ketersediaan fisik juga 
menyiapkan mental manusianya agar menjadi manusia seutuhnya. 

Konsep dakwah memiliki cakupan dan dimensi yang lebih luas 
bila dibandingkan dengan konsep penyuluhan agama. Hal ini 
bisa kita telusuri mulai dari pengertian dakwah menurut bahasa 
yang berarti ajakan, seruan, panggilan, undangan. Maupun secara 
istilah, di mana dakwah menurut Hasymy adalah mengajak umat 
untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariah Islam 
yang terlebih dahulu diyakini dan diamalkan oleh pendakwah itu 
sendiri.18

Menurut Amin, dakwah adalah aktivitas yang dilakukan secara 
sadar dan sistematis dalam rangka menyampaikan pesan-pesan 
agama Islam dan menjalankannya dengan baik, dalam kehidupan 
individual maupun masyarakat untuk mencapai kebahagiaan 
manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan menggunakan 
berbagai media dan metode tertentu. 

Dalam konteks keagamaan, penyuluhan agama dilakukan oleh 
berbagai agama yang dianut di Indonesia, di mana juru penerang 
suatu agama memberikan penerangan kepada umatnya yang 
membutuhkan bimbingan hidup agar sesuai dengan tujuan dari 
agama yang dianutnya tersebut. Dalam agama Kristen dikenal 
dengan nama missi dan zending, dalam agama Buddha disebut 
menebar kabajikan dan lain sebagainya.19

Agama sebagai “guidance” pemeluknya untuk dapat hidup 
berdampingan secara mutualisme menjadi satu tarikan nafas 
dengan dinamika sosial kemasyarakatan dalam kehidupan antar 
umat beragama karena penduduk Indonesia menempatkan 
relegiusitas sebagai urusan utama sehingga menyatu dengan 
kehidupan sosial.20
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 Sebagaimana Firman Allah dalamQ.S. Ali Imran/3:104:

مُرُوْنَ باِلمَْعْرُوفِْ وَيَنهَْوْنَ عَن
ْ
ةٌ يَّدْعُوْنَ الَِ الَْيِْ وَيَأ وَلَْكُنْ مِّنكُْمْ امَُّ

ٰۤىِٕكَ هُمُ المُْفْلحُِوْنَ ِ المُْنكَْرِۗ  وَاوُل
Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan 
mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang 
beruntung (QS. Ali Imran/3: 104)

Menurut Quraish Shihab, ada dua hal yang perlu digarisbawahi 
pada ayat di atas. 1) Nilai-nilai Ilahi tidak boleh dipaksakan tetapi 
harus disampaikan dalam bentuk ajakan yang baik (persuasif); 
2) Al-Ma’ruf yang sesuai dengan kesepakatan masyarakat harus 
diperintahkan dan sebaliknya al-Mungkar harus dicegah.2

Dengan konsep al-Ma’ruf, Al-Qur’an membuka pintu yang cukup 
lebar guna menampung perubahan yang positif sebagai akibat 
dari perkembangan masyarakat dan disinilah dibutuhkan kejelian 
dari seorang penyuluh. Ranah Agama dan keberagamaan menjadi 
instrumen penting menyangkut kemaslahatan berbangsa dan 
bernegara baik dibidang sosial, ekonomi, budaya, bahkan ranah 
politik. Meskipun tidak dapat dipungkiri seringkali mengalami 
kontroversi karena perbedaan paradigma dalam melihat persoalan 
agama. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S An-Nahl/16: 125:

هَِ  باِلَّتِْ  وجََادِلهُْمْ  الَْسَنَةِ  وَالمَْوعِْظَةِ  باِلْكِْمَةِ  رَبّكَِ  سَبيِلِْ  الِٰ  ادُْعُ 
باِلمُْهْتَدِيْنَ اعَْلَمُ  وَهُوَ  سَبيِلْهِٖ  عَنْ  ضَلَّ  بمَِنْ  اعَْلَمُ  هُوَ  رَبَّكَ  انَِّ  احَْسَنُۗ 

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah 
dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara 
yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa 
yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang 
mendapat petunjuk (QS. An-Nahl/16: 125)
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Tidak dapat dipungkiri bahwa Al-Qur›an, demikian juga cara 
berdakwah Nabi Muhammad saw., mengandung ketiga metode 
yaitu hikmah, mauizhah, dan jidal. Sementara ulama membagi ketiga 
metode ini sesuai dengan tingkat kecerdasan sasaran dakwah. 
Yakni cendekiawan, yang memiliki kemampuan berpikir yang 
tinggi diajak dengan hikmah. Adapun orang awam yang belum 
mencapai tingkat kesempurnaan akal, tidak juga telah terjerumus 
dalam kebejatan moral, maka mereka disentuh dengan mau’izhah, 
sedang penganut agama lain dengan jidāl.22

Tiga metode luhur dari Al-Qur’an bisa dijadikan referensi oleh 
para penghulu dalam aktivitasnya. 

Masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma dan tradisi 
(kearifan lokal) disinyalir mempunyai tingkat kohesi yang 
tinggi. Schmitt menjelaskan kohesi sosial dipandang sebagai 
karakter masyarakat dalam kaitannya dengan hubungan antara 
individu, kelompok, dan lembaga-lembaga asosiasi dan proses 
pengembangan masyarakat yang sedang berlangsung nilai-nilai 
bersama, tantangan bersama dan kesempatan yang setara dalam 
masyarakat berdasarkan sikap percaya, harapan dan interaksi 
timbal balik di antara masyarakat.23

Dalam penjelasannya lebih lanjut, Schmitt mengatakan kohesi 
sosial dipandang sebagai karakter masyarakat yang berkaitan 
dengan hubungan antara unit-unit sosial seperti individu, 
kelompok, dan lembaga-lembaga asosiasi, selain itu kohesi 
sosial bermakna proses pengembangan masyarakat yang sedang 
berlangsung meliputi nilai-nilai kebersamaan, tantangan dan 
kesempatan yang setara dalam masyarakat berdasarkan sikap 
percaya, harapan di antara masyarakat.24

Dalam tulisan ini akan diuraikan terlebih dahulu istilah-istilah 
yang berhubungan dengan judul penelitian mengenai “Toleransi 
Dalam Masyarakat Plural Melalui Kompetensi Penyuluh Agama 
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dalam Pelayanan Umat”. Kompetensi merupakan suatu konsep 
yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang. Sekurangnya 
ada dua kelompok definisi terkait kompetensi ini. Pertama, 
bahwa kompetensi dibangun dari karakteristik seseorang yang 
dipersiapkan untuk menjalankan pekerjaan (baik tugas maupun 
tuntutan profesi) secara efektif, dan efisien sehingga tolok ukurnya 
berupa kesiapan kerja seseorang menjadi unsur yang dominan. 
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Spencer (1993),25 Imran dan 
Ganang (1999), serta Culp, McKee, & Nestor (2007).26 

Kedua, memberikan penekanan khusus bahwa kompetensi 
terdiri dari perpaduan berbagai unsur seperti karakteristik 
personal, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sangat 
dibutuhkan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. definisi 
kedua ini didukung oleh beberapa ahli seperti Klausmeier & 
Goodwin (1966),27

Stone dan Beiber (1997).28 Kompetensi seseorang menurut 
Spencer (1993) memiliki lima karakteristik, yaitu: Motives, Traits, 
Self concept, Knowledge, dan Skill. Dari ke lima aspek tersebut, 
pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) sifatnya dapat 
dilihat (visible) dan mudah dikembangkan. Sedangkan konsep 
diri (self concept), watak (traits) dan motif (motives) sifatnya tidak 
tampak (hidden) dan lebih sulit untuk dikembangkan. Rutherford, 
menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya menggunakan satu buah 
kompetensi dalam satu kurun waktu, namun dapat menggunakan 
beragam kompetensi secara serempak yang merupakan kombinasi 
antara kompetensi khusus dan kompetensi kunci. Menurutnya, 
kompetensi terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu: specific 
competencies (kompetensi khusus) dan key competencies (kompetensi 
kunci).29
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Kompetensi adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, 
dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi 
yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.30

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, sikap, 
keterampilan, karakteristik pribadi yang sangat penting guna 
mencapai keberhasilan dalam suatu pekerjaan. Kompetensi 
adalah merupakan suatu sifat yang dihubungkan dengan kriteria 
efektivitas atau kinerja yang sangat baik dalam suatu pekerjaan. 
Spencer menambahkan bahwa kompetensi merupakan karakter 
dan selamanya ada pada kepribadian seseorang dan dapat 
diprediksi tingkah laku dan performance pada semua situasi dan 
job tasks. Hal ini diperkuat oleh Bergerhenegouwen dan Marshall 
yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan hal yang paling 
sulit ditiru, dikarenakan karakteristiknya yang memang berbeda 
dan spesifik bagi masing-masing individu.31

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kompetensi 
Penyuluh Agama merupakan cerminan kepribadian seseorang 
baik berupa sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 
sehingga dapat memprediksikan kinerja atau performanya. Dengan 
demikian, konsep dasar kompetensi adalah kemampuan individu 
yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, 
pendidikan, bidang keahlian dan pengalaman yang dipersiapkan 
untuk menghadapi pekerjaannya secara efektif dan efisien.

Beberapa definisi terkait penyuluh disebutkan dalam perundang-
undangan. Sebagaimana dalam peraturan menteri sosial No. 10 
tahun 2014 tentang penyuluhan sosial, definisi penyuluh sosial 
adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang 
untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial bidang 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam Peraturan Menpan 
RB No. 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh hukum 
dan angka kreditnya definisi penyuluh Hukum adalah Pegawai 
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Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, 
dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan 
hukum.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyebutkan bahwa 
penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan adalah pegawai 
negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh yang diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, 
perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. 
Keputusan Menkowasbangpan No. 54 tahun 1999 tentang Jabatan 
Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, Penyuluh 
Agama adalah Penyuluh Agama Fungsional dan Penyuluh Agama 
honorer. Penyuluh Agama Fungsional merupakan Pegawai Negeri 
Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak 
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 
bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada 
masyarakat melalui bahasa agama.

Dari beberapa definisi tersebut nampak jelas seluruh penyuluh 
memiliki bidang khusus sebagai bidang garapannya, kecuali 
penyuluh agama yang umum. Kekhususannya hanya dibatasi 
pada pendekatannya saja dalam memberikan penyuluhan yaitu 
menggunakan bahasa agama. Ini jelas di satu sisi menguntungkan 
karena dapat bertugas di berbagai bidang, namun di sisi lain 
memberatkan akibat ketidakjelasan dari konsep maupun 
operasionalisasinya. Hal mana hanya bisa diatasi dengan perincian 
tugas selengkaplengkapnya dalam peraturan di bawahnya 
(misalnya peraturan menteri dan seterusnya). 

Sebagai bentuk peran formal, penyuluh agama fungsional 
dibagi menjadi 2 (tiga) klasifikasi, yaitu: penyuluh agama 
terampil (pengangkatan dengan latar belakang pendidikan setara 
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diploma) dan penyuluh agama ahli (pengangkatan dengan latar 
belakang pendidikan setara sarjana). Sebagaimana keputusan 
Menkowasbangpan No. 54 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional 
Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya (pasal 6), penyuluh agama 
terampil terbagi menjadi 3 jenis, yaitu: 1. Penyuluh agama pelaksana, 
2. Penyuluh agama pelaksana lanjutan, dan 3. Penyuluh agama 
penyelia. Dalam pasal yang sama disebutkan bahwa penyuluh 
agama ahli terbagi menjadi 3 jenis, yaitu: 1. Penyuluh agama 
muda, 2. Penyuluh agama madya, dan 3. Penyuluh agama utama. 
Pengklasifikasian pada penyuluh agama fungsional ini ditujukan 
untuk memberikan arah orientasi pembinaan dan cakupan sasaran 
penyuluhan. Tujuan akhirnya agar dapat diwujudkan pembinaan 
yang holistik dan terarah kepada masyarakat. Penyuluh Agama 
adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan pada 
instansi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dengan 
tugas pokok melaksanakan bimbingan penyuluhan keagamaan 
dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat. 

2. Operasional Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama 

Dalam operasionalisasinya, penyuluhan agama diperlukan 
untuk menghadirkan perubahan nyata di masyarakat berbangsa 
dan bernegara.32

Tentu saja perubahan yang dimaksudkan bukan merupakan 
perubahan semu apalagi perubahan yang dipaksakan sehingga 
tidak akan berdampak dalam jangka panjang. Selain itu, perlu 
kiranya mewujudkan mental manusia yang memanusiakan 
manusia, menghargai potensi pengembangan diri, mampu 
bekerjasama, mandiri, dan berkelanjutan menuju masyarakat 
sejahtera lahir dan batin.

Kegiatan bimbingan dan penyuluhan isemakin tumbuh subur 
dalam masyarakat sehingga timbul badan-badan atau organisasi 
pembinaan rohani baik secara struktural resmi maupun tidak 



Jurnal Bimas Islam Vol 15 No. 178

Toleransi dalam Masyarakat Plural Melalui Kompetensi 
Penyuluh Agama dalam Pelayanan Umat

Baeti Rohman

resmi yang kemudian dikenal dengan nama Binroh, Babinrohis, 
Bintal, Rawatan Rohani dan sebagainya.33

Dengan demikian, semakin meluaslah kegiatan penyuluhan 
ini bukan hanya terhadap pembinaan umat Islam saja, namun 
meluas kepada umat agama yang lain. Kegiatan pembinaan 
rohani ini kemudian meningkat kepada pembinaan karyawan dan 
keluarganya yang diselenggarakan baik di kantor-kantor maupun 
komplek-komplek perumahan, di rumah-rumah para pejabat, 
di pendopo maupun tempat lainnya. Kini kegiatan penyuluhan 
sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, terutama untuk 
meningkatkan pengamalan agama yang bersentuhan langsung 
dengan aktifitas hidup sehari-hari.34

Dengan demikian, tugas penyuluh agama bukan semata-mata 
melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa 
pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa 
bimbingan maupun penerangan berbagai program pembangunan. 
Tugas pokok bimbingan dan penyuluhan sesungguhnya memiliki 
keterkaitan erat dengan peran penyuluh agama di masyarakat 
dengan kompetensi yang diharapkan sesuai kebutuhan pelayanan. 

Adapun fungsi penyuluh agama di antaranya meliputi 
membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama, 
menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada 
masyarakat dengan bahasa agama, serta meningkatkan kehidupan 
umat beragama.35

Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa fungsi penyuluh 
agama selama ini diarahkan untuk peningkatan kualitas internal 
umat beragama, menjadi penyambung suara pemerintah kepada 
masyarakat di bidang keagamaan dan secara eksternal ikut 
berkontribusi dalam menjaga kerukunan umat beragama.36
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 Peran penyuluh agama dalam prakteknya tidaklah bersifat 
tunggal yaitu hanya sebagai motivator pembangunan, namun 
juga meluas ke berbagai peran strategis lainnya. Pada awalnya 
peran penyuluh sebagai penerang bagi masyarakat, namun 
seiring kebutuhan, berkembang antaranya sebagai; analis, advisor, 
advokator, dan inovator. 

Lebih kompleks lagi kontribusi pembangunan mengharuskan 
penyuluh agama untuk dapat berperan sebagai perencana program 
(dari sebagai manajer program sampai ke tahapan evaluasinya, 
fasilitator dan pendidik, agen perubahan, perantara, pendidik, 
tenaga ahli, perencana sosial, advokat dan sebagai aktivis, sebagai 
fasilitor, pendidik, utusan, teknikal, katalis, pemberi solusi, 
penolong proses dan penghubung sumberdaya,pengembangan 
kebutuhan sebagai agen perubahan bertugas untuk menggerakkan 
masyarakat melakukan perubahan dan membina hubungan 
dengan masyarakat sasaran binaan, serta berbagai peran lainnya 
baik yang berkaitan dengan administrasi, konten, program, sumber 
daya maupun berkaitan dengan pelayanan.37

Melaksanakan penyuluhan agama merupakan salah satu 
tugas pokok penyuluh agama. Dalam hal ini penyuluh agama 
memberikan layanan penyuluhan tatap muka kepada kelompok 
binaannya baik kelompok binaan masyarakat umum maupun 
kelompok binaan khusus yang telah menjadi kelompok binaan 
tetapnya. Tugas yang lainnya yaitu memberikan bimbingan 
konsultasi baik teknis maupun non teknis kepada personal dan 
organisasional.

3. Agama dalam Masyarakat Multikultural 

Menurut MacIver, masyarakat dibentuk oleh struktur yang 
tidak kelihatan dan merupakan kumpulan dari beragam hubungan 
manusia yang dibangun dan diubah oleh manusia itu sendiri.38
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 Masyarakat bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan 
jaman. Dalam masyarakat sederhana atau primitif, manusia 
memiliki karakteristik yang serba homogen baik dalam budaya, 
agama maupun struktur sosial.39

Agama yang dipahami oleh masyarakat seperti ini adalah agama 
yang dekat dengan simbol-simbol. Simbol-simbol ini memiliki 
peran dominan terhadap keberagamaan mereka. Kebanyakan 
dari masyarakat sederhana ini berpendidikan rendah atau dalam 
lingkup ordinary people. Mereka memahami agama orang lain 
dengan perasaan antipati.40

Toleransi yang dikembangkan dalam masyarakat ini tidak 
terjalin atau berjalan normal. Mereka mudah tersentuh atau 
tersinggung bila ajaran keyakinan agama mereka sepertinya dihina 
oleh pemeluk agama lain. Mereka merespon langsung dengan 
mempertahankan taruhan jiwa. Mereka memahami agama orang 
lain dengan sikap antipati.41

Masyarakat kompleks atau masyarakat multikultural tersusun 
dari keanekaragaman budaya, masyarakat dan struktur sosial. 
Keanekaragaman adalah fakta yang tidak bisa dielakkan dalam 
kehidupan kolektif dan tidak bisa diharapkan eksistensinya atau 
tidak dapat ditekan tanpa tingkat kekerasan yang bisa diterima.42

Terlebih lagi sejak manusia terikat dan dibentuk oleh 
kebudayaan, penghormatan diri mereka secara erat terikat 
dengan penghormatan pada kebudayaannya. Penghormatan 
pada kebudayaan ini menumbuhkan rasa kesetiaan, memberi 
rasa percaya diri dan keberanian untuk berinteraksi dengan 
kebudayaan lain.43

Karakter interaksi antar kebudayaan dalam masyarakat 
multikultural adalah terjadinya asimilasi kebudayaan. Begitu 
juga dalam hal keberagamaan. Orang-orang yang hidup dalam 
masyarakat multikultural berasimilasi mengenai bagaimana 
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keberagamaan yang baik dalam masyarakat dengan komposisi 
kepemelukan agama yang heterogen.44

Hal ini menciptakan rasa toleransi dan kerjasama antar 
budaya-agama. Proses asimilasi ini muncul bukan hanya untuk 
kelompok minoritas tetapi juga untuk kelompok mayoritas. 
Mereka beranggapan bahwa masyarakat memiliki struktur moral 
dan kebudayaan yang padu dan koheren. Hal seperti ini jarang 
menjadi permasalahan.45

Meskipun struktur moral dan kebudayaan masyarakat memiliki 
koherensi internal, struktur itu tidak sepenuhnya sama dan padu. 
Struktur tersebut berbeda-beda menurut kelas, agama, wilayah 
dan disusun dari bermacam-macam rangkaian pemikiran bahkan 
yang bertentangan serta terdiri dari nilai-nilai dan praktek-praktek 
yang dapat ditafsirkan dan dihubungkan dengan beberapa cara 
yang berbeda. Golongan assimilasionis mengabaikan semua 
ini dan menawarkan satu pandangan yang sangat sempit dan 
menyimpang tentang kebudayaan nasional atau menyamakan 
struktur kelompok minoritas dengan kelompok yang lebih 
dominan.46

Dalam masyarakat multikultural, pengikut atau pemeluk 
agama memainkan peranan dominan bagi ajaran agama yang 
dipeluknya atau bahkan di antara mereka ada sekelompok orang 
yang acuh terhadap agama yang mereka peluk. Kenyaataan seperti 
ini akan mengganggu dan juga sekaligus membantu memahami 
keberadaan suatu agama dengan umatnya. Ada dua kelompok 
masyarakat beragama dalam masyarakat multikultural, yaitu 
masyarakat beragama educated people dan masyarakat beragama 
ordiniary people.47

Kedua masyarakat beragama ini berbeda dalam memperlakukan 
agama yang mereka peluk. Bagi masyarakat beragama educated 
people, memahami ajaran agama harus mengikutsertakan analisis 
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rasional dan mengesampingkan pemahaman intuitif dan simbolik. 
Mereka mudah diajak bertoleransi terhadap agama dan pemeluk 
agama lain.48

Sebaliknya, masyarakat beragama ordiniary people memahami 
ajaran agama penuh dengan simbol-simbol dan tidak 
mempergunakan analisis rasional. Mereka mudah tersulut emosi 
dan sangat susah bertoleransi dengan agama dan pemeluk agama 
lain. Kelompok ini mudah digerakkan oleh sekelompok orang atau 
komunitas baik yang beraliansi pada politik maupun pada sosial 
budaya. 

4. Toleransi Beragama dalam Masyarakat 

Multikultural Dalam masyarakat multikultural yang identik 
dengan masyarakat serba majemuk baik dalam politik, budaya atau 
bahkan agama, manusia beragama cenderung mengalami konflik 
akibat adanya berbagi kepentingan yang dihadapinya. Kelompok 
bergama yang secara ekonomi kuat akan mampu mengalahkan 
kelompok agama yang lemah secara ekonomi.49

Pada sisi lain kelompok yang dianggap lemah dalam bidang 
perekonomian merasa tersisih dan terpinggirkan akibat tidak 
bisa bersaing dengan kelompok bergama yang kuat dari sisi 
ekonomi. Kelompok ini dalam menjalankan ekonominya berupaya 
mengimbangi kelompok kuat, serta memasukkan nilainilai 
supranatural. Dengan begitu, mereka merasa kuat secara kualitas 
spiritual sekalipun dalam skala kuantitas ekonomi kecil.

Kenyataan seperti di atas adalah respon yang mendasar dari 
kelompok kecil. Respon ini bisa muncul dalam bentuk kelompok 
fundamentalis. Kelompok ini bereaksi untuk menjawab kelompok 
yang kuat dalam sistem perekonomian dengan menggulirkan 
berbagai konsep konservatif, ortodoks atau tradisional menuju 
konsep-konsep fundamentalis modern. Mereka masuk dalam area 
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masyarakat sipil, dunia permodalan dan universitas-universitas. 
Sekalipun kelompok fundamentalis modern seperti ini secara 
ekonomi lemah, namun ia memiliki berbagai strategi kuat dalam 
media informasi yang menginspirasi berbagai kecenderungan 
militansi keagamaannya. Mereka menguasai berbagai jaringan 
telekomunikasi canggih dan mampu menyebarkan gagasan 
ideologisnya untuk menghancurkan kekuatan jumlah besar. Mereka 
bekerja untuk agama dan kepentingan politik keagamannya. 

Dalam masyarakat multikultural, pengikut atau pemeluk 
agama memainkan peranan dominan bagi ajaran agama yang 
dipeluknya atau bahkan di antara mereka ada sekelompok orang 
yang acuh terhadap agama yang mereka peluk. Kenyaataan seperti 
ini akan mengganggu dan juga sekaligus membantu memahami 
keberadaan suatu agama dengan umatnya. Dalam keragaman 
agama-agama, yang muncul dalam suatu masyarakat multikultural 
baik yang memiliki sistem pemerintahan republik atau monarki, 
perbedaan sering menjadi pemicu munculnya berbagai ham batan 
dalam kohesi sosial. Perbedaan agama tersebut telah meletakkan 
pemahaman keagamaan dalam kerangka dua kubu umat 
beragama: satu, kubu umat beragama tuan rumah; kedua, kubu 
umat beragama pendatang. Kubu umat beragama tuan rumah 
biasanya memiliki kuantitas umat yang mayoritas, sedangkan 
kubu umat beragama pendatang biasanya menduduki posisi 
minoritas. Kedua kubu ini saling bertubrukan dalam pergaulan 
sosial, bila di antara mereka menjadikan perbedaan agama sebagai 
hambatan dalam mengintegrasikan nilai-nilai suatu bangsa atau 
masyarakat.50

Munculnya kesadaran antar umat beragama yang diwujudkan 
dalam toleransi bisa menekan atau meminimalisasi bentrokan di 
antara mereka. Moto agree in disagrement menjadi modal sosial 
yang kuat dalam toleransi beragama. Toleransi beragama yang 
dikembangkan bukan hanya menghargai teologi dan iman masing-
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masing agama dan umat beragama, tetapi juga memahami dan 
menghargai budaya dari umat beragama tersebut.51

Toleransi beragama mampu memberikan dukungan bagi 
terbentuknya masyarakat madani yang diinspirasi oleh nilai-nilai 
supranatural.

Ada dua tipe toleransi beragama: pertama, toleransi beragama 
pasif, yakni sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang 
bersifat faktual. Kedua, toleransi beragama aktif, yakni toleransi 
yang melibatkan diri dengan yang lain di tengah perbedaan dan 
keragaman.52

Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakekat 
toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling 
menghargai di antara keragaman. Praktik toleransi di sebuah 
negara sering mengalami pasang surut. Pasang surut ini dipicu 
oleh pemaknaan distingtif yang bertumpu pada relasi “mereka” 
dan “kita”.53

Toleransi beragama hang dilakukan dengan penuh kesadaran 
akan melahirkan sikap inklusif umat beragama. Sikap ini 
menganggap agama sendiri benar tetapi masih memberikan 
ruang untuk menyatakan kebenaran agama lain yang diyakini 
benar oleh umatnya. Sikap inklusif umat beragama akan mampu 
meruntuhkan sikap ekstremis dan eksklusif umat beragama, yang 
biasanya melahirkan pemahaman fanatik buta dan radikalisme 
bahkan terorisme yang abadi terhadap umat berbeda agama. 

Toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan 
dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain, baik yang berbeda 
maupun yang sama. Toleransi ditumbuhkan oleh kesadaran yang 
bebas dari segala macam bentuk tekanan atau pengaruh serta 
terhindar dari hipokrisis.54



Jurnal Bimas Islam Vol 15 No. 1 85

Toleransi dalam Masyarakat Plural Melalui Kompetensi 
Penyuluh Agama dalam Pelayanan Umat

Baeti Rohman

 Toleransi mengandung maksud untuk memungkinkan 
terbentuknya sistem yang menjamin keamanan pribadi, harta 
benda dan unsur-unsur minoritas yang terdapat dalam masyarakat. 
Ini direalisasikan dengan menghormati agama, moralitas dan 
lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang lain 
dan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya tanpa harus 
berselisih dengan sesamanya hanya karena berbeda keyakinan 
atau agama. Dalam kaitan dengan agama, toleransi mencakup 
masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan 
dengan akidah atau yang berhubungan dengan ketuhanan yang 
diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini 
dan memeluk agama (mempunyai akidah) masing-masing yang 
dipilihnya serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan 
ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya.

C. Epoché Teologis Sebagai Paradigma Penghulu Agama dalam 
Membangun Toleransi Melalui Layanan Umat 

Epoché pada mulanya digunakan oleh aliran Pyrrhonisme, yakni 
aliran filsafat Yunani sekitar abad 272 SM, untuk mengungkapkan 
keraguan dalam ilmu pengetahuan, sehingga pendiri aliran filsafat 
tersebut, Pyrrhon, dianggap sebagai pendiri skeptisisme kuno 
Yunani.55

Pyrrhon juga dikenal sebagai pria bijak yang selalu berusaha 
menghindari perselisihan dalam ilmu pengetahuan tertentu dengan 
cara menangguhkan penilaian (praktik epoché) untuk diteliti terlebih 
dahulu. Pyrrhonisme sangat memengaruhi pemikiran para filsuf 
Eropa abad ke-17, terbukti dengan adanya istilah ini dalam tulisan-
tulisan Kant pada tahun 1765, yang kemudian dipopulerkan filsuf 
Jerman Edmund Husserl dalam metode penelitian atas fenomena 
keagamaan sebagai respons terhadap penilaian-penilaian subjektif 
umat sekaligus kritik sistematis terhadap modernisme. 
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Epoché digagas pertama kali dalam kajian fenomenologi 
agama oleh Husserl pada abad ke-19, di antara karyanya 
adalah “Phenomenology and the Foundations of the Sciences”, 
“Logische Untersuchungen (Logical Investigations) (1901, 1913) 
dan “Meditations Cartésiennes (Cartesian Meditations)” (1931). 
Menurut Husserl, fenomenologi merupakan sebuah studi terhadap 
struktur kesadaran yang memungkinkan kesadaran tersebut 
mengacu kepada objek-objek di luar dirinya. Namun, semua itu 
tetap membutuhkan refleksi dari peneliti mengenai fenomena 
tersebut dengan mengesampingkan segalanya. Husserl menyebut 
tipe refleksi ini dengan “reduksi fenomenologi”, ia mencoba 
menghapus konsep dan konstruksi pandangan seseorang dalam 
penelitiannya.56

Epoché menjadi ciri khas dalam fenomenologi Husserl, terutama 
dalam kecermatannya memperlihatkan dua hal penting. Pertama, 
kecermatan dalam menunjukkan akar permasalahan mendasar 
yang ada pada zaman modern, yaitu kesalahpahaman dalam 
memahami sifat dasar dunia dan sifat dasar manusia. Kedua, 
kecermatan dalam menunjukkan jalan keluar dari permasalahan 
modern tersebut, yaitu melalui sikap fenomenologis, khususnya 
epoché. Dalam karyanya, “Logische Untersuchungen” (Penyelidikan-
penyelidikan Logika), dan “Philsophie als Strenge Wissenschaft”, 
(Filsafat sebagai Ilmu yang Kuat), Husserl memperlihatkan bahwa 
filsafat modern terjebak ke dalam masalah perbedaan kategori 
yang salah antara subjek dan objek. Menurutnya, seluruh gerak 
pemikiran modern sejak Descartes, Hegel, dan John Stuart Mill 
hanya merupakan gerak psikologis yang bersifat subjektif terhadap 
seluruh realitas, kemudian mendudukkan manusia sebagai pusat 
seluruh pengetahuan. Pandangan Husserl ini menjadi dasar baginya 
untuk menyebut filsafat modern sebagai psikologisme. Sedangkan 
psikologisme menjadikan manusia yang sadar itu sebagai awal 
dari segala sesuatu, dan kemudian seluruh realitas itu akhirnya 
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akan kembali kepada kesadaran manusia sendiri. Inilah semangat 
optimisme modern yang pada awalnya bertujuan menegakkan 
kedudukan manusia sebagai manusia seutuhnya, namun terjebak 
ke dalam pemutlakkan atas manusia dan rasionya.57

Epoché memiliki sifat netral dalam penelitian keagamaan. Ia 
merupakan sikap yang coba menghindar dari penilaian yang 
diprakonsepsikan sebelumnya oleh seorang pemeluk agama 
yang meneliti fenomena keagamaan. Jadi, melalui epoché seorang 
fenomenolog dituntut untuk mendeskripsikan dan menjelaskan 
secara empiris suatu fenomena keagamaan, tanpa sudut pandang 
subjektif dirinya sebagai pemeluk agama. Epoché berada pada 
wilayah filsafat sekaligus teologi, namun adalah fakta bahwa 
manusia religius tepat saja dapat memengaruhi tindakantindakan 
dan tingkah-lakunya, sehingga ketika ungkapan keagamaan 
tersebut muncul darinya maka pengaruh tersebut akan terbawa 
ke dalam wilayah faktual. Artinya, seorang fenomenolog tetap 
perlu mempertanyakan hakikat sebenarnya sebuah fenomena 
keagamaan melalui prinsip epoché tanpa harus terlibat untuk 
merumuskan baik-buruknya religiositas atau moralitas suatu 
kasus. Epoché sangatlah fundamental dalam studi agama-agama. 
Ia merupakan kunci untuk menghilangkan sikap tidak simpatik, 
marah dan benci atau pendekatan yang penuh kepentingan 
(intertested approaches), dan fenomenologi telah membuka pintu 
penetrasi dari pengalaman keberagamaan baik dalam skala yang 
lebih luas atau yang lebih baik.58 

Jika semua umat beragama yang hidup dalam masyarakat 
multikultural mampu membuka sikap epoché, mereka bisa 
merasakan penderitan, suka duka atau bahkan kesenangan dengan 
umat berbeda agama. Sikap epoché dalam fenomenologi ini adalah 
sikap menunda, menahan diri bila seorang beragama bertemu 
dengan ajaran agama yang berbeda dengan ajaran agama yang 
dipeluknya. Keberagamaan dengan berpijak pada sikap epoché 
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akan bisa menghargai umat berbeda agama dengan kesadaran 
sendiri dan bukan atas keterpaksaan atau ancaman.

D. Kesimpulan

Kompetensi Penyuluh Agama dalam melayani umat menuju 
kehidupan beragama yang toleran sudah memiliki persepsi dan 
pemahaman yang benar pada ajaran agama dan norma (world view) 
dalam membangun wawasan tentang pluralitas dan multi-etnis 
(multikulur). Sikap Penyuluh Agama dalam melayani umat yang 
proaktif ketika mengelola konflik dan mendayagunakan kearifan 
lokal untuk meminimalisir perbedaan menjadi kompetensi sosial 
yang harus selalu diasah. Masyarakat multikultural terpola 
oleh keragaman budaya termasuk keragaman agama. Di dalam 
perjalanannya, agama-agama yang muncul dalam masyarakat 
multikultural kemudian dipahami oleh umatnya. Di antara 
mereka, ada yang memahaminya secara rasional an sich dan ada 
pula yang memahaminya secara irasional atau mistis. Dampak 
heterogenitas agama ini bisa memunculkan konflik di antara umat 
berbeda agama. Toleransi sangat dibutuhkan untuk menciptakan 
keseimbangan dan kohesi sosial dalam masyarakat multikutral. 
Untuk menciptakan sikap toleransi beragama yang proporsional 
dalam masyarakat multikultural perlu menumbuhkan sikap 
epoché dalam melayani umat. Sikap epoché ini mutlak diperlukan 
oleh Penyuluh Agama tanpa kompromi agar mereka bisa 
mengampanyekan dan mengukuhkan toleransi beragama dengan 
baik. Jika sikap epoché ini tidak dimiliki, maka pelayanan umat 
untuk meneguhkan toleransi terhadap agama orang lain hanya 
akan sebatas basa-basi.
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